
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0610210039458

Berdasarkan Undang-undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Afamat Kantor

No. Telepon
Email

3. Status Penanaman Modal

Yayasan PENDIDIKAN HIDAYAH BAYUNG LENCIR
• J'. Lintas Timur Palembang-Jambi Km. 209, Ket. Bayung Lencir, Kec.

Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30750
00
bg563@asurfacesz.com
PMDN

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Lihat Lampiran
(KBLI)

5. Skala Usaha • Usaha Mikro

NIB ini beriaku di seluruh wilayah Republik Indonesia setama menjalankan kegiatan usaha dan bedaku sebagai hak akses
kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan
laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 Oktober 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Oktober 2021

I. Dokurnen diterbitkan sistem OSS bcrdasarkan data dari Polaku Usaha. tcrsżnpan dalam sistem OSS, yang menjacń tanggum jawab
Pel*u

2 Dala-n ha' terjacń kekefruarł isi ini akan đakukan perbaŔan sebagaimana mesthya.
3 telah dtandat.argvŃ secUa elektran* menggunakan sertNat yang c%terMkan BSrE-BSSN.
4. Data EȘap Perrzrłz' Bervsaha dapat dperoleh rneldui šstem OSS menwrnakan akses

Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMEPJUT/€H MUSI BANYUASIN
OiNAS PENANAMAN MODAL DAN PEI-AYANAN TERPADU SATU PINTU

'41/11

KEPUTU%AN KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PEI-AYANAN TERPAOU
SATU PIUTU KAZUPATEN MUSI BANYUASIN

1022%/1PNF/OPMPTSP4VW2021

TENTANG

PEMBERIAH PEN'fELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPAOA PKEM HIDAYAH eAYUNG LENCIR

01 JL. LJNTA% TIMUR PALE-MBANG - JAMBI KM. 209 KELURAHAN BAYUNG LENCIR

KECAMATAN I-ENCIR KABUPATEN Must BANYUASIN

KEPALA 

Menirnbang

PENANAMAN MODAL DAN PEI-AYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

a. HIDAYAH BAYUNG LENCIR

JERI M.Pd) 421 L'01Z/PKEM-HlDAYkH/1V/2021

4 21021 PERV,OHONAN PEMENUHAN IZIN

PENOIOIKA% NON FORMAL;

b: dalarn rarVg untuk rnernpeduz akset pendidikan dibutuhkan

rnasyarakat Iz.jn Penye&nggaraan Satuan Perddikan Non

FqmaJ Putat Kg€%tan eela;ar Mavyara%gt (PKBM);

c. berdza%.an perrjer%saan lapangan deh T:rn Teknislzn

%begzrnana ,acara Ncrnor 584/BAP/DPMPTSP-

tvrzo-zl a 2021, HIDAYAH BAYUNG LENCIR layak

unto didgdrÄYzn zin Perryetgrggaraan Satuan PendidJkan Non Formal;

d- batrwa huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di

afz, Kgputucan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Terpadu Satu Pintu K%bupaten MIS Banyuasin tentang Izin
Pendid&en Formal PKBM HIDAYAH BAYUNG

LENCIR.

I, (Jndarg-(Jndang Tahun 1959 tent-ang Pembentukan Daerah Tjngkat

JI dan di %rnateta Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatun 19% Norr»or 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
1821);

2- IJr,dar04JrOrg Tahun tentang Penyelenggaraan Negara

yang dan Bebz dari Korupsi, Kolusi dan Nepotrsrne (Lernbaran Negara

Indonesta Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Neurrnr 3851 );

3, Norr,or 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(LerrLaran Negara Repub%k Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

LgrrLaran Negara 4301);

4 (Jndanq4Jr•pdarg Republlk Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perrzirt.anao Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebavzrnana telah dubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-lJndang Nomor

23 Tahun 2014 tent-ang Pernenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Tahun 2015 Norror % Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoreu Norr,or 5679);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-2-

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat

dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3485);

7. Peraturan Pemeritah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 16);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2019 Nomor 2);

II. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);

12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang
Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2020 Nomor 7);

13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nornor 320/KPTS-DPMPTSP/2020 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN:

Memberikan lzin kepada Sdr. JERI APRIADI, M.Pd untuk lzin

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

Nama PKBM HIDAYAH BAYUNG LENCIR
Alamat JL. LINTAS TIMUR PALEMBANG

JAMBI KM. 209 KELURAHAN BAYUNG
LENCIR KECAMATAN BAYUNG
LENCIR KABUPATEN MUSI
BANYUASIN

Nomor Induk Berusaha (NIB) 0610210039458

NPWP 028942225.314-ooo
Pemegang lzin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat
KegiatanBelajar Masyarakat (PKBM) diwajibkan
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1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;

3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses

pembelajaran;

4. Apabila Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berpindah tangan

kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan

gugur atau tidak berlaku lagi;

5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan

kepindahannya.

KETIGA • Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di : S e ka y u
Pada tanggal : 11 Oktober 2021

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
Țolah ditandatangani secara oloktronlk Olah

OPMPȚSP ERDIAN SYAHRI. s.sos. M.Si
19671227 198010 1 002

KEPALA DINAS PENANAt•.AAN MODAL DAN
PELAYANAN ȚERPAOU SATU PINTU

Tembusan disampaikan kepada Yth
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

o umen n n atangan secara łglta e e n terse s sesuał etentuan asa an asa
12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.


